SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Regional, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya
Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023;

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....... y2
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah....... /3



12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}
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21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

aall o sl

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua
Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik
Daerah adalah Sekretaris Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang
bersifat khusus.

Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar
Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya
komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

12. Harga Satuan....... /5
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Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu

untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun

Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan,

pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang
milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata
usahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam = penylapan administrasi  maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11

berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen

masukan kegiatan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka

pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD
dan DPPA SKPD;

b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan
dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA
SKPD:;

c. Pedoaman untuk....... /6
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¢. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri
(HPS)/ owner estimate (OE)

Pasal 3

Ruang Lingkup standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan
Gubernur ini meliputi :

a. Standar biaya umum Honorarium;

b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan

c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.

Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya
dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah
biayanya sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana
barang tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c adalah satuan biaya yang telah distandarisasikan dan
diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan
dinas di dalam atau ke luar wilayah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar
biaya umum tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, SKPD
dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas meterai
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Dbentuk  pertanggungjawaban  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk
honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional
berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan
price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat
dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan
akuntabel.

Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud
ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah dengan
tembusan kepada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kesatu....... /7



=T

Bagian Kesatu
Standar Biaya Umum Honorarium

Pasal 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

a.

b
c
d.
e

b

"T-. e P—nqq

FHF

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;

. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
. Honorarium pengadaan barang/jasa;

Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);

. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan

panitia;

Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana
kegiatan;

Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
Honorarium penyuluhan atau pendampingan;

Honorarium rohaniawan;

Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi
informasi, dan pengelola website;

Honorarium penyelenggara ujian;

Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;

. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur
Papua Tengah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Tengah;

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD;

d. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPPKAD Provinsi Papua
Tengah selaku SKPKD;

e. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk
menggantikan Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada saat
berhalangan dan/atau sedang menjalankan tugas di luar daerah;
Pengguna Anggaran (PA);

. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK)
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
PD);

k. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan

pembantu.

T R Y
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Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium
dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA
dapat menunjuk bendahara pengeluaraan pembantu dengan besaran
honor mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

(4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah satu

orang yang membawahi beberapa KPA;

(5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 10%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada :

TR e e oe

(1)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pengelola Barang Milik Daerah;
Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang;
Pengurus Barang Pengelola;
Pembantu Pengurus Barang Pengelola ;
Pengurus Barang Pengguna;
Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
Pengurus Barang Pembantu.
Paragraf 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ meliputi :

a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;

b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan

c. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ adalah
honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia....... /9
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a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau
jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan

(1)

(2)

pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4
Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pasal 9

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah
honorarium Perangkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang
diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan
sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ
tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 5
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia

Pasal 10

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber
atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara
panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari :

1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; dan

2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Undang-Undang....... /10



<

d. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.

(3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara;

b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang manjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
dan/atau masyarakat.

(5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan
pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksankan
tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya
dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan
dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

(6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sara
sehan, simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.

(8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau
lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas.

(9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh)
orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

Paragraf 6
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
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Pasal 11

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,
jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut :

1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II
2 | Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
Pejabat Fungsional

Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana
kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat
keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris
Daerah yaitu :

a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan

b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu
tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan
mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau
antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah;

bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

o o

Pasal 13

(1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi
tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan.

(2). Sekretariat Tim....... /12



